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Kuncoro Sidi.  S351502026.  Pelaksanaan Pembuatan Surat Keterangan Warisan  
Dibawah Tangan Yang Disaksikan Dan Dibenarkan Oleh  Lurah  Dan Dikuatkan 
Oleh Camat Guna Persyaratan Peralihan Hak Atas Tanah  (Studi Di Kota 
Surakarta). 2017. Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret.  
 
Penelitian  ini dibuat untuk menganalisa Pelaksanaan Pembuatan Surat 
Keterangan Waris  Dibawah Tangan Yang Disaksikan Dan Dibenarkan Oleh  
Lurah  Dan Dikuatkan Oleh Camat Guna Persyaratan Peralihan Hak Atas Tanah  
(Studi Di Kota Surakarta). Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan 
non doctrinal atau penelitian empiris.  
Hasil penelitian menunjukkan Kendala dan  permasalahan  yang dihadapi 
oleh  Lurah  dalam  proses pembuatan Surat Keterangan Waris di bawah tangan 
meliputi Kendala administratif, Kendala material dan Kendala Yuridis yaitu 
belum ada aturan baku mengenai prosedur tetap pembuatan Surat Keterangan 
Waris antara lain syarat dan ketentuan masa  berlakunya, bentuk formal suratnya 
yang belum ada ketentuan yang baku, dan tata cara pencatatan administrasinya.  
Kewenangan  Lurah  dan Camat dalam mengesahkan Surat Keterangan 
Waris dibawah tangan   tidak tertera  secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena dalam Pasal 229 ayat 4 
huruf c, tugas lurah adalah membantu camat dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat.  
Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Waris ini Lurah  Sewu dan Lurah 
Gandekan berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 C tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kota Surakarta.  Peraturan Walikota tersebut memang tertera  
kewenangan Lurah dalam pengesahan atau legalisasi Surat Keterangan Waris, 
namun tidak dijelaskan  tentang prosedur formil dan materiilnya seperti subyek 
hukum Surat tersebut apakah harus penduduk dimana Lurah /Camat tersebut 
menjabat, tidak jelas bentuk formal yang baku dari surat tersebut  dan sejauhmana 
kewenangan yang diberikan kepada Lurah terhadap proses penentuan Ahli Waris 
dari pewaris khususnya bila tidak memiliki anak dan saudara kandung.  Terlebih 
pada saat sekarang tidak ada lagi pembedaan WNI asli atau keturunan yang ada 
hanya Warga Negara Indonesia asli dan Warga Negara Asing. 
 
 











Kuncoro Sidi. S351502026. The Implementation of Illegal Heir 
Recommendation Witnessed and Justified by Lurah (Village Head) and 
Confirmed by Camat (Sub District Head) for The Requirement of Land 
Right Transfer (A Study in Surakarta City). 2017. Notary Public Program of 
Faculty of Law of Sebelas Maret University.     
 
This research aimed to analyze the Implementation of Illegal Heir 
Recommendation witnessed and justified by Lurah (Village Head) and Confirmed 
by Camat (Sub District Head) for The Requirement of Land Right Transfer (A 
Study in Surakarta City). This research employed non-doctrinal approach and 
empirical research method.  
The result of research showed that constraints and problems the Village Head 
(Lurah) faced in the process of developing illegal Heir Recommendation 
including Administrative Constraint, Material Constraint, and Juridical Constraint 
in which there had bee no standard rule about the fixed procedure of developing 
Heir Recommendation including terms and conditions of  expiration, no standard 
of formal letter form, and no administration registration.  
The authority of Lurah and Camat (Sub District Head) in ratifying Heir 
Recommendation was not included clearly in Law Number 23 of 2014 about 
Local Government, because in Article 229 clause 4 letter C, the lurah’s duty is to 
help the sub district head in giving service to the public.  
This Heir Recommendation development service, Lurah Sewu and Lurah 
Gandekan referred to Surakarta Mayor’s Regulation Number 26 C of 2016 about 
Position, Organizational Structure, Duty, Function and Work Order of Local 
Apparatus in Surakarta City. Mayor’s Regulation indeed included the Lurah’s 
authority in ratifying or legalizing Heir Recommendation, but not the formal and 
material procedure so the legal subject of the letter was not clear. It did not 
explain whether or not the person should stay in the area where Lurah/Camat 
ruled, the standard formal form was not clear and the authority given to Lurah in 
the process of determining Beneficiary particularly when the heir had no child or 
sibling. Moreover, there was no discrimination of native Indonesian and Descent; 
there were only Native Indonesian and Foreigner.   
 
Keywords: Heir Recommendation, Lurah and Camat, Land Right Transfer         
 
 
 
 
 
 
